Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.Nph

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili
perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Oktober 1997,

agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Kampung XXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX
XXXXXXXXXX, Kecamatan Cipatat, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Khoirunnisa
Mauliddina, S.H., advokat/penasihat hukum
yang beralamat di Jalan Soreang-Banjaran,
Gading Tutuka  Residence, Cangkuang,
Kabupaten Bandung, dengan alamat
elektronik

khoirunnisamauliddina@gmail.com,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
Desember 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan nomor 1600/k/2023 tanggal 20
Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Agustus 1995,
agama Islam, pekerjaan XXxXxX XXXXXX XXXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di

dirumah orangtua a.n Ibu XXXXXXXXXX, XX
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XXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Desember 2023 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ngamprah pada tanggal 20 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
3605/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 04 September 2018, dihadapan Pejabat
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana
terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 04
September 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama XX XXXXXXX XXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXX,
Kecamatan XxxxxXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama: Shanum Depansani Alesha, tanggal lahir 22 Maret 2020;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan
suami istri yang hidup dalam mabhligai rumah tangga yang harmonis dan
hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa dan/atau perkawinan menurut hukum islam

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sekitar bulan
Januari 2022 ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Antara Penggugat
dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa penyebab/alasan-alasan terjadinya pertengkaran terus
menerus antara Penggugat dengan Tergugat yaitu;
6.1Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham
dan berbeda pendapat dalam masalah ekonomi, Tergugat kurang
bertanggungjawab dalam hal nafkah, Sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari kurang mencukupi.
6.2Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental dan mudah marabh;
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas
berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan
November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara
individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah
dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan
dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera
yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan

jalan yang lebih maslahat.
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Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (Santi Suryani binti Asep Komarudin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke
persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat serta ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan
yang tertera dalam surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa surat
kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota
organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat
kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak
berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan menunjuk mediator Rivaldi
Fahlepi, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024,
dinyatakan bahwa mediasi telah berhasil, Penggugat dan Tergugat telah
mencapai kesepakatan untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah
tangganya;

Bahwa, Penggugat mengakui telah berdamai dengan Tergugat, dan
menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami istri, Penggugat
selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya
mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan
Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan
pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai
dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana
diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut
secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap
panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang
menghadap di persidangan dan Tergugat telah pula datang menghadap di
persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat
yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan
identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang
dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana
kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan
memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang
diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan
serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana
sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal
19 Januari 1959 jis. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994,
dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum
penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukan Kartu
Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah
memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,
dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai
legal standing serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak
untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65
dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis
Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani
proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Rivaldi
Fahlepi, S.H. tanggal 04 Januari 2024, proses mediasi yang dilaksanakan
telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan akan
mencabut gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah
memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai
ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan
272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat,
dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan
maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
3605/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 20 Desember 2023, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Sri Nur ainy
Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.
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dan Nashihul Hakim, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat.
Ketua Majelis,

Sri Nur ainy Madjid, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. Nashihul Hakim, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sirajuddin Haris, S.H.
Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai - Rp _10.000,00
Jumlah : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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